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PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK:  XXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Barikin,  22

Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

Penyanyi,  pendidikan SD,  tempat  kediaman di  XXXX

dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Rumbia, 29

Januari 1994, umur 30, agama Islam, pekerjaan Tidak

bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX,

dan sekarang Tergugat berada Jalan Merah Johansyah,

Nomor  37,  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  I  B

Kandangan,  Kelurahan  Kandangan  Kota,  Kecamatan

Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  06  September

2024 yang didaftarkan secara elektronik  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama

Barabai Nomor  365/Pdt.G/2024/PA.Brb,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 365/Pdt.G/2024/PA.Brb
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1. Bahwa  pada  tanggal  08  Juli  2015  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/09/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah sewa  di  Kelurahan  Kandangan  Utara,

Kecamatan  Kandangan  sekitar  2  tahun  8  bulan,  dan  terakhir  di  rumah

bersama  di  Desa  Barikin,  Kecamatan  Haruyan  sekitar  6  bulan.  Selama

pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah berhubungan baik

layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama  XXXXX,  lahir  di  Hulu  Sungai  Tengah  pada  tanggal  19  Januari

2017,  yang  sekarang  berumur  7  tahun  dan  anak  tersebut  tinggal  serta

dipelihara oleh Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun

dan  harmonis dirasakan  oleh  Penggugat sekitar  3  tahun, namun  sejak

tanggal  05  Juli  2022  mulai  tidak  harmonis  yang  disebabkan  Tergugat

ditangkap  oleh  pihak  berwajib karena  mengkonsumsi  narkoba  sehingga

sedangkan  Penggugat  pulang  ke  kediaman   orang  tua  Penggugat

sebagaimana alamat di atas;

4. Bahwa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kandangan dengan

Nomor:  216/Pid.Sus/2022/PN. Kgn tanggal  01  Desember  2022  Tergugat

terbukti  melakukan  tindak  pidana  ”secara  melawan  hukum  menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan divonis pidana penjara selama 5

(lima)  tahun dan pidana denda sebesar  Rp.800.000.000,-  (delapan ratus

juta  rupiah)  dengan  ketentuan  jika  pidana  denda  tidak  dibayar  diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan  saat ini Tergugat berada

di Rumah Tahanan Kelas I B Kandangan,;

5. Bahwa sejak awal Mei 2022 hingga saat ini tanggal 06 September 2024

selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,.

Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun

dalam rumah tangga;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua  Pengadilan Agama Barabai  cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  sendiri  (in  person)  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan

relaas panggilan  dengan  Nomor  365/Pdt.G/2024/PA.Brb yang  dibacakan  di

dalam  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya Tergugat  disebabkan  oleh

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  mempertahankan

rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  karena  Tergugat  tidak

hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti sebagai berikut:
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- Fotokopi  KTP  atas  nama  Rahmah  NIK  6307016208950001  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Agustus 2022.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1); 

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamata

Haruyan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah  Provinsi  Kalimantan  Selatan,

Nomor  098/09/VII/2015  tanggal  08  Juli  2015.  Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2); 

- Fotokopi  Petikan  Putusan  Nomor  216/Pid.Sus/2022/PN.Kgn  yang

dikeluarkan oleh Pengadilan negeri Kandangan tanggal 01 Oktober 2022.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  relaas  panggilan  Nomor

365/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  oleh  karena  itu

gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa dalam dalil  gugatan Penggugat yang menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

itu  berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  63  Ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang
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Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  karenanya

Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  serta  memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  domisili  Penggugat

berada pada yurisdiksi  Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan

relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang,  bahwa  Hakim  di  persidangan  telah  berusaha  untuk

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan

maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.  Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

 Menimbang,  bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir  di  persidangan,

maka perkara a quo dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud

Pasal  4 ayat  (2) huruf  b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah  sejak  tanggal  05  Juli  2022  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  tidak  harmonis  disebabkan  Tergugat  ditangkap  oleh  pihak  yang

berwajib  karena  mengkonsumsi  narkona  dan  telah  diputus  dalam  putusan

Pengadilan  Negeri  Kandangan Nomor:  216/Pid.Sus/2022/PN.Kgn tanggal  01

Desember 2022 Tergugat  terbukti  melakukan tindak pidana secara melawan

hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan divonis penjara
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selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka  yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Penggugat  dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermaterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga  bukti surat tersebut

telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata dan  Pasal 3 ayat (1) huruf b  Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, oleh karena itu Hakim menilai bukti surat

tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan  bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama Penggugat,  bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materil  sebagai  akta  autentik  yang  kekuatan  pembuktiannya  bernilai

sempurna sekaligus mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka secara

hukum  harus  dinyatakan  terbukti,  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.2  berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah,  bukti  tersebut telah memenuhi  syarat  formil  dan materil  sebagai  akta

autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat

(volledig  en  bindende  bewijskracht),  maka  secara  hukum  harus  dinyatakan

terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah,  menikah pada tanggal 08 Juli 2015 menurut tata cara syariat Islam

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu

Sungai  Tengah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  selama  pernikahan  belum

pernah terjadi perceraian, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 365/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  berupa  fotokopi  petikan

putusan pengadilan  bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan materil

sebagai  akta  autentik  yang  kekuatan  pembuktiannya  bernilai  sempurna

sekaligus mengikat  (volledig en bindende bewijskracht),  maka secara hukum

harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Tergugat  telah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  melawan  hukum

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Tergugat dijatuhkan

pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  penjara  dan  denda  sejumlah

Rp800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  jika  denda

tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang,  bahwa  alasan  diajukan  gugatan  cerai  gugat  ini  adalah

karena Tergugat mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung,  maka  Penggugat

menyampaikan  Salinan  Putusan/Petikan  Putusan  Pengadilan  Negeri  yang

memutus  perkara,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.  Oleh karenanya Hakim menganggap bahwa bukti

surat tersebut cukup untuk dijadikan dasar memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis

disebabkan  karena  Tergugat  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana  secara  melawan  hukum  menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Tergugat dijatuhkan pidana

penjara  selama  5  (lima)  tahun  penjara  dan  denda  sejumlah

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
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- Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut di

atas, maka Hakim berpendapat telah cukup salah satu alasan perceraian dalam

perkara ini yaitu salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  yang  menyatakan  bahwa

Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana  secara  melawan  hukum  menguasai  Narkotika  Golongan  I  bukan

tanaman sehingga Tergugat dijatuhkan  pidana penjara selama 5 (lima) tahun

penjara  dan  denda  sejumlah  Rp800.000.000,00  (delapan  ratus  juta  rupiah)

dengan  ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  harus  diganti  dengan  pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  harus  menjalani  masa

hukuman penjara selama dari 5 (lima) tahun lamanya, maka antara Penggugat

dan  Tergugat  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  masing-masing  baik

kewajiban  menafkahi  istri  maupun  melayani  suami  sebagaimana  ketentuan

Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara

otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  apabila  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tetap  dipertahankan maka akan mendatangkan kemafsadatan terutama bagi

Penggugat  yang  mana  kemafsadatan  haruslah  dihindari  sebagaimana  pada

Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat

Hakim, berbunyi:   

علَىَ    مُقَدمٌّ المَْفاَسِدِ المَْصَالحِِ ٰ درَْءُ جَلبِْ   
Artinya:  “Menghindari  mafsadat  (kerusakan)  harus  didahulukan  dari  pada

menarik kemaslahatan”, 
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Te

rgugat akan menimbulkan kemudharatan  bagi Penggugat maupun Tergugat de

ngan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal ters

ebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu

Majah Juz I halaman 736 :

ضرار     ولا ضرر لا

Artinya:  “Tidak  boleh  menimbulkan  kemudharatan  dan  saling  membuat

kemudharatan”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  19  huruf  (c)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum

Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan

Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Hakim menilai bahwa  alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah

memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di

dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  tidak  pernah  hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai

wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat

harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  R.Bg.,

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak  satu  bain sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  pada  hari  Jum’at,  tanggal  27

September  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  23  Rabiul  Awal  1446

Hijriah  oleh  kami  Wida  Uliyana,  S.H,  yang  berdasarkan  Surat  Penunjukan

Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 365/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 06

September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya

Surat  Izin Persidangan Hakim Tunggal  dari  Ketua Mahkamah Agung Nomor

168/KMA/HK.05/07/2021  tanggal  14  Juli  2021,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari  itu juga  dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik  dan

diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan  pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut  dan  dibantu  oleh  Nur  Hilaliah,S.Ag sebagai  Panitera  Pengganti,

dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim 
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Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 55.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp              10  .000,00  

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).
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